PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113
Telepon (0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603
Laman inspektorat. purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Juni 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Nama SOP SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan proses pengadaan
barang/jasa (jika temuan terkait fisik/pengadaan).

2. Mampu melakukan analisis akar masalah (root cause analysis) mengapa temuan
BPK tersebut bisa terjadi, sehingga jawaban/tindak lanjut yang disusun tepat
sasaran

3. Memahami hukum administrasi dasar untuk menyusun Surat Keputusan (SK), Surat
Teguran, atau Dokumen Pengembalian Kerugian Daerah jika diperlukan sebagai
bukti tindak lanjut.

4. Memahami Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TPTL

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

. SOP Pengendalian Gratifikasi.
. SOP Penanganan Benturan Kepentingan.
. SOP Manajemen Risiko.

. Komputer atau laptop beserta jaringan internet.

. Aplikasi Microsoft Office

. Sistem e-Office / Tata Naskah Dinas Elektronik Pemda

. Formulir identifikasi risiko, laporan, dan dokumen pendukung.
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Peringatan

Pencatatan & Pendataan

. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka berpotensi untuk mengurangi resiko
kerugian negara , mempertahankan Opini WTP

1. Dokumen kebijakan, formulir, dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
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